BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6/ 190 /2025
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Rencana Pembangunan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 adalah
mewujudkan reformasi birokrasi berkualitas dan
fungsional yang dijabarkan kedalam road map
reformasi birokrasi dan tingkat pencapaiannya
diukur dari rencana aksi reformasi birokrasi, perlu
menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penunjukan Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023
tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
Nomor 285);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor
776);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagai
acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Rencana  Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
Rencana Aksi Reformsi Birokrasi sebagaimana Diktum
KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh
Singkil untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya
dalam implementasi reformasi birokrasi di kabupaten

Aceh Singkil.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup :

a. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;

b. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;

c. Target - target Kinerja; dan

d. Perangkat Daerah Koordinator dan Perangkat Daerah
Pelaksana.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring

dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menjadi
Koordinator indikator melaporkan progres pelaksanaan
kegiatan rencana aksi secara triwulan kepada Bupati
Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh u.p Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana Diktum
KESATU dapat dilakukan perubahan karena :

a. terjadi perubahan roadmap Reformasi Birokrasi
Kabupaten Aceh Singkil;

b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang di tetapkan oleh
pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil; dan/atau

c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi roadmap
Reformasi Birokrasi.




KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Apei 2025
10 Syawal 1446 H

XﬁJPAT ACEH SINGKIL,-%

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 0008.6 / {2025

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan Outit Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran Dot/ batmn Koo P
Indikator Twl Tw2 ._ Tw3 Tw | tal Koordinator | Pelaksana
3 5 | 13
REFORMASI BIROKRASI TEMA STUNTING
3 i 2 Jumlah Ibu hamil mengikuti
— Tbu Hamil - Ibu yang | Jumlah Ibu hamil mengikuti Kelas F i 2
Pelaksanaan Kelas ibu i S, % Z Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Hamil dan Jumlah :
i 7!
1 Hamil dan Kelas Balita memiliki anak balita usia 0-{ Ibu Hamil E Jumlah Ibu @m_:n 3480 Pol Kelas Tbu Balita. Orang Ibu Balita ikuti Kelas [bu 870 870 870 3.480 |Kelas [bu Hamil Rp 953.470.000 |Dinas Keschatan | Puskesmas
59 Bulan mengikuti Kelas Ibu Balitar Balita
Jumlah Penjab Promkes yang Jumlah Penjab Promkes yang |
2 Peiskonenn Gookyn Penjab Prombes skan melakukan gerakan bumil 24 Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat. | Orang | akan melakukan gerakan bumil 2 o B i s b 36.245.000 | Dinas Kesehatan |Promkes
Bumil Sehat. Bumil Sehat.
schat schat
uﬁsuum._“_auﬁa upayw np_ﬁ Pikca va.h_“sp i ~§5e.n.a. E_ﬂ_ua_..nnﬁm. Dok . mHasE Thw haml, ?nn_hw . _..,_maan hasil hwﬁ_i w | oo o o " s Pendampingan  sesaranl, 00 0 — -
mendeteksi sejak dini Keluarga yang memiliki o K . ] Persalinan, Keluarga yang memiliki i yang dilaporkan per tiga bulan beresiko stunting : o Angjots
faktor-faktor penyebabh anak 0 - 23 Bulan anak 0 - ulan melalui aplikasi E-Simil
stunting dimasyarakat
Belanja bahan, dan
= 2 3 3 Penyedian bahan makanan p
penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko Jumiah Tbu Hamil yang R " Jumlah bu hamil mendapat . .
Bumil KEK dan Risiko KEK PMT 290 ggg%-&wﬂﬂ Orang PMT lokal 97 97 97 290 | Penyediaan Makanan Rp 1.113.600.000 | Dinas Kesehatan |Puskesmas
> F ibu hamil KEK
KEK
Jumnlsh Pendidik dan Tenaga B E«.Wﬂ»@
Rendahnya SDM Pendidik w%&ﬁ%a&: s Z.a__ Kimpatban Mendapatkan Fasilitasi w 9&3%%%:@.;5. 7 Faty . - |Dinas
5 dan Tenaga Kependidikan Guru SD - 60 Pelaithan Guru orang Kenaikan Pangkat/Golongan, 103.001.500 103.001.500 | = @ 103.001.500 Pendidikan dan
B Pangkat/Golongan, Pemberian : i Kependidikan pada Satuan dan Kebuadayaan |, .
Tingkat SD ; ; Pemberian Promosi, . oo Kebuadayaan
Promosi, Peningkatan Peningk K. i dan Pendidikan Sekolah Dasar
Kompetensi dan Kualifikasi Kualifi Pe
Kurangnya monitoring dan g-ﬂ.:ﬂ”ﬂ“ﬂﬂ_ i E..u. ‘| Pendampingan dan pemantauan Pencatatan Hasil Pemantauan o . vy mﬂ_o““mn.. Pencatatan hasil
6 aluasi kepada sasaran i oleh kader Tim Pendamping 149 Pendampingan Sasaran Beresiko orang : p 500 500 1000 3180 5180 pemantauan sasaran| Rp525.000.000 Koordinator PLKB| kader TPK
ko i Keluarga yang memiliki K Seunti keschatan sasaran beresiko S
Borokn Muoiing anak 0 - $9 Bulan ehiarg, ting stunting ng
; s 3 o S s o Peningkatan Pengetahuan dan Ahli Giz dan
pemberian edukasi gizi | Keluarga yang mempunyai ; . : Sosialisasi Edukasi Gizi melalui S %
7 dalam rangka mencegah | anak baduta yang stunting, | P or DASHAT _H_c%_ _.. 5x Dapur Schat Atasi Stunting gintan | Otrpilen knbasrgn E.EnaE 1 I 1 2 5 Sosialisas Rp638.000.000 DESAPZKD  d ..&a_ .M”.Sa |
stunting belum optimal resiko stunting, ibu hami {DASHAT) oleh ahhi gizi n_ boraiss wﬁ.ﬂ- do,
bl mowadaiiys Muiirwrﬂwmis AM Tordistribusinys sarans BKB
sarana/alat bantu N % Penyediaan sarana/alat bantu B v Kit Stunting untuk Kelompok 0 Pengadaan  BKB  Kin| Anggota
8 It U§r di desa lokus. pompuloa : 10 Pengadaan BKB Kit Stunting Paket BKB & dess lokuy 1 Stunting Rp130.000.000 DP3AP2KB el BKB
3 stk stunting dan Kampung 8 2 R
- Keluarga Berkualitas ;
Belanja bahan, dan = o
3 Balita usia 6-59 bulan
penyiapan PMT lokal s L. Penyediaan bahan makanan i
Balita Bormaculoh Gial. | 2masalah il (ginl | Jumlik Gist kasan mindapat 2423, |isasbisha barbaais prgmn lokal bagi | [Oraig | T0Uh Qi kurang mondepet | o 606 606 606 2.423 |Penyediaan Makanan Rp 3.392200.000 |Dinas Kesehatan |Puskesmas
5 3 .| kurang, balita T, balita BB PMT Lokal TR PMT Lokal
(gizi kurang, balita T, balita balita gizi kurang
BB kung) i
Kunjungan lapangan Jumlah Balita yang di pantan
19 poineiin Tunbubs Balita potunibolin da 11012| Pementauen pertumbuhandan | o\ 2753 2753 2753 2753 1 dig|Fommataoan,  Tumbily o 1.081.955 000 [Dinas Kesehatan | Puskesmas
Kembang kemb perkembangan balita Kembang \




No. Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan Sutpal Targst Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran Unit;/Satawa Kera Pealoanin
Indikator Twl | Tw2 | Tw3 | Twd Total Koordinator | I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendampingan Pada Ibu Yang Baru
2 i melahirkan untuk dapat memberikan o o Pendampingan Pembernian|
Pendampingan Pomberian | Bayi Baru Lahir Usia 0-6 _E_M”_,wwa bl ok .6 ASI Ekslusif dalam jangka waktu .dsan.wﬁmﬁ__q”:ﬂ__ﬂu 05 ASL  ckslusif dan|
11 MPASI, ASI Eksklusif dan | Bln dan Anak usia 6-23 ;E?% e ek Asic e et 5.567 yang telah ditentukan dan Orang MP-ASL( Er, 1392 1392 1392 1392 5.567 |Pemantavan Praktik| Rp 429.055.000 | Dinas Kesehatan | Puskesmas
PMT Penyuluhan, bulan = HErEE>! pendeping Pemantauan Praktik MP-ASI Anak Taeodapat WP, %EBEE_ MP-ASI Anak Usia
) Usia pdanging AN 6-23 bulan
6:23 bulan
Pen ; Ruiuksn Jumlah Balita gizi buruk Pendampingan Balita gizi buruk Jumlah Balita gizi buruk Pendampingan Balita gizi
12 Balita i O.E._._m Balita usia 0-59 bulan mendapat pelayanan tata laksana 20 |mendapat pelayanan tata laksana gizi| Kasus mendapat pelayanan tata 5 5 5 3 20 [buruk mendapat pelayanan{ Rp 31.420.000 |Dinas Kesehatan |Puskesmas
gizi burak buruk laksana gizi buruk tata laksana gizi buruk
i a . ‘ Jumlah bayi, balita,bumil yang Memberikan imunisasi kepada bayi, Jumlah bayi, balita, bumil yang 3 e :
13 Imunisasi bayi, balita,bumil ySsimmesest 3311 e o Orang et 828 828 828 828 3,311 |Pelaksanaan Imunisasi Rp 387.125.000 |Dinas Kesehatan | Puskesmas
REMAJA PUTRI
Jumlah Anak SD yang mendapat
Peliyapep. Kowlucie peciy Pelayanan UKS, Jurlah Siswa- Penjaringan Anak Sckolah,  elsh AnucsD yaey
ol ila eliolah das SD, SLTP dan iswi SLTP, SLTA di Screeni Perncriksaan Hb Siswa Siswi SLTP- dhilakalan P atisigan. bl
4 remaja (Skrining dan 3 A e e TOEnnE | a1sse L Orang | Siswa-siswi yang diperiksa Hb, | 10472 | 10472 10472 10472 41,886 [Sekolah Rp 1.459.090.000 [Dinas Kesehatan |Puskesmas
: = SLTA/Sederajat Hb, Jumlah Rematri yang SLTA, Pembenan tablet tambah ;
pembinaan di sekolah din . 3 Jumlah Rematri yang mendapat
komunitas) mendapat dan mengonsumsi darah (TTD) pada remaja putri di L TTD
d tablet tambah darah 8
Camat, Kepala Puskesmas,
Tenaga Gizi, Dokter,
| RApac R ookl pongeniaiian lea Defter Rorcens Xoxja. s PKB/PLKB, TP
15 _uo . g 2 Lokakarya Mini Kecamatan 10x luasi pelak pendampings Kegiatan | akan dilakukan pengendhlian 2 2 3 3 10x Rapat Koordinasi Rp220.000.000 DP3AP2KB - :
pendamping keluarga di |  kapolsek, KUA, Kepala ko stunting danoriking K,
tingkat kecamatan Desa , PKK, Kader PPKBIY
dan Sub PPKBD, Kader
TPK, Pendamping Desa
pemberian edukasi gizi | Keluarga yang mempunyai ; Sosialisasi Edukasi Gizi melalui . x:
16 | dalam rangka mencogah | anak baduta yang stunting, | OPasonn, PASIAT (DR jg ¢ Dapur Schat Atasi Stunting | Keginan | <%t %) EEEE iwnssﬁg 1 1 1 n 5 Sosialisasi Rp638.000,000 LEARAIER 35 e wo_“”wa .
stunting belum optimal | resiko stunting, ibu hamil (DASHAT) oleh ahli gizi bergisd RGK
mu“”aﬁ_m .a”h_”nu_.ns Tim Percepatan Penurunan: Koordinasi, Fasilitasi,evaluasi, dan 1
17 g Stunting uM““w_ lintas Susunan Keanggotaan TPPS 4x pelaporan _un_.noﬁn-u penurunan | kegiatan i _!a_ n:m . 1 1 1 1 4x rapat koordinasi Rp250.000.000 Ketua TPPS Anggota TPPS
f Stunti stunting P g
Pembekalan tim pelaksana aTeit 1
dalam penyiapanPMT! " Tim Pelaksana PMT Lokal _ugvnrlg ot o » .
18 Kader : 300 penyiapanPMT berbahan pangan | Orang Jumlsh kader terlatih 0 300 0 0 300 | Pelatihan Rp 176.260.000 | Dinas Kesehatan | Puskesmas
berbahan pangan lokal Terlatih
Puske lokal Puskesmas
smas
Survey kualitas air minum Jumlah Rumah Tangga surveu Pemeriksaan air bersih dan air Rumah | Jumlah Rumah Tangga surveu 4 4 P i Di " Pusk
13 ditingkat rumah tangga Rumah Tangg kualitas air minum Sas ‘minum rumah tangga Tangga kualitas air minum RS L 2 1.044 " Rp RAEEy e
s : : Meningkatkan kapasitas petugas
Fou apingan Tari.Ab keschatan Puskesmas dan FKTP
(SpA & SPOG) ke F
puskesmas dem FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, gawat
Sty slalian peieyams Jumlah Tenaga keschatan yang darurat, dan system rujukan maternal Jumlah Tenaga keschatan yang
3 i Dokter Umum, Bidan, memberikan pelayanan KIA, neonatal melalui pendampingan oleh A memberikan pelayanan KIA, . . X 5 22
gl _ﬂ? rnnn Perawat gawatdarurat, dan sistem rujukan = tim ahli (spesialis anak, spesialis Keginan gawatdarurat, dan sistem i 2 36 (o piogen Tiz Al RE 398000 . Kt Okl
sistem rujukan maternal : .
maternal kebidanan dan kandungan) dan rujukan maternal
dan neonatal, serta OJT i
Dinas Keschatan kabupaten/kota
kasus kegawatdaruratan : i
Thu dan anak FKTP ke RS, Jebegti pendamping
Geral . Jumlah Penjab Promkes yang Jumlah Penjab Promkes yang G E
21 Pelak Sy Ayl Penjab Promkes akan melakukan gerakan aksi 24 Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi | Orang | akan melakukan gerakan aksi 24 24 otk Ay Rp 39.509.800 |Dinas Kesehatan |Promkes
Jumlah %ﬁrﬂ Jumlah P wm_euﬁvaarn
sjal yang ; eny s yang
22 Relskipeyaie Cleylcaty Penab Promkes akan melakukan gernkan cegah 24 Poltksansan Greskan Copat Orang | akan melakuksn geralan cegah 2 go|Pciaman  Goslon |, 37.845.000 | Dinas Keschatan |Promkes
Cogah Stunting L Stunting 5 Cegah Stunting




Output Target Unit /Satuan Kerja Pelaksana

No. Permasalahan Basaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran
Indikator Twl _ Tw2 _ Tw3 _ Tw4 Total Koordinator Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belum Optimalnya Peran | _. - s o s
£ Tim Percepatan Penurunnni Koordinasi, Fasilitasi,evaluasi, dan
Lintas Sektor dalam . g o Laporan perkembangan _— Ketua TPPS/
23 e Stunting (TPPS) lintas Susunan Keanggotsan TPPS 12 pelap: P mE:qc p Rapat G ahinting 3 3 3 3 12 rapat koordinasi Rp60.533.001 BAPPEDA Anggota TPPS
Stunting Sukton ng POCOREENG PROMICHS
jumlah rumah tangga yang e
Pombangynan Sistem Air mimum | 77" | ondapat pelayansn sir minum 210 210 pengembangan  Jaringat p 1 566 593 049 PUPR PUPR
runiah i distribusi
_air bersih
terselesaikannya dokumen
i dokumen dok 2 2 248.399.999 PUPR PUPR
penyususan umen perencanaan Rp.
1. Rendahnya SDM kader
Posyandu 2. Sering
pergantian Kader 3,
Tingkat pendidikan yg . s . = aier T ;
21 i i dox posyand Peningkatan kualitas pelayanan 25 s 74 Kader ZQ.E&.EE_E. dan d = 10.000.000 15,000,000 25.000.000 Sosialisasi Pembinaany 25,000,000 [DPMK DPMK
posyandu L POty keterampilan kader Kader Posyandu
Keterbatasan dalam
pencatatan dan pelaporan
administrasi 5. Kurangnya
penguasaan teknolgi
|REFORMASI BIROKRASI TEMA KEMISKINAN
Pemberian Bantuan Pembiayaan 5 ; Persentase Bantuan Memberikan Bantuan
E Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan : z i i
. untuk Dayah Sesuai dengan Pembiayaan Sesuai dengan Biaya Pendidikan
Mahasiswa Ketentuan Perat P 11 ‘Tahun Ketentuar __..anEE Perundang- Persen Enioatuin o 25 25 25 25 100 Mahasiswa D Negerd 850.000.000 MPD
Undangan e Perundang-Undangan dan Luar Negeri
" : 5 y Perbanyakan Benil|
Persetase Sarana Perkebunan | 100% (34000  Benih bersertifikat Perkebunan Jumlah benih bersertifikat 3 A 5 Dinas
3 0 k | 3
Masyarakat yang Disodiskan ) Be Persen Perke Berbentuk E 0 0 4 30 100 wﬂmn.dmrﬂ Perkebunan| 800 000,000 Dinas Perkebunan P —
Berbentuk Batang
. Prasarana Pertanian Lainnya yang Jumlah Prasarana Pertanian Pembeng M ,- i 3
Masyarakat vﬂ:uu_ﬁ“an_uwzﬁis 5 Unit Dibangun, Direhabilitasi dan Persen Lainnya yang Dibangun 0 30 a0 30 100 dom _uqa%l_“”ﬁ 1.047.250.000 Dinss Peckebanen |02
Dipelihara Direhabilitasi dan Dipelihara
Lamnya
Memberikan Pakaian dan 0
Persentase Korban Bencana alam Kelengkapan Lainnya yang Tersedia ?n.i_ tkan P u.nm”muun
Masy. sosial yang terpenuhi kebutuhan | 100 % (80 EZEA%U!.:E Kel Lainnya vang 100 0 0 0 100 Peodinti 147.316.000 i —
dasarnya pada saat dan setelah Orang) (Pengungsian) dan F .mnv&n_ T 8
tanggap darurat bencana Pasca Bencana Kewenangan D e
Kabupaten/Kota
Memberikan Bantuan Sosial Jumlah Orang Mendapatkan Fasilitasi B.
Kepada Keluarga Fakir Miskin Fasilitasi Bantuan Pengembangan Bantuan Pengembangan 00 2 i
Ntacal untuk Meningkatkan 100 Creng Ekonomi Masyarakat arAog Ekonomi Masyarakat 10 L $ 9 ! Hwen%.”@s Fkononit 13.292.000, Dingon Doy
kesejahteraan Keluarga Kewenangan KabupatenKota u
Persentase Korban Bencana alim Z Jumlah Orang yang:
sosial yang terpenuhi kebutuhan 100% (200 Zn_iwa:ﬂm.ﬂrm T I axs i Mendapatkan Permakanan 3x1
Masyarakat dasarmya pada saat dan setelah ) ® H.u...ﬂ.“mﬂcﬂ persen Hari dalam Masa Tanggap 0 0 0 100 100 Penyediaan Makanan 149.999.820 Dinsos Dinsos
tanggap darurat bencana daerah 2. mﬂnu Kota 8 Darurat (Pengungsian)
kabupaten kota 7 Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan s T ) Jumlah Orang yang'
Pemenuban Kebutuhan A _- : - Mendapatkan Pemenutian
Masyarakat Permakanan Sesuai dengar 88 Orang g mE ., Z!..MM:M. 9 _.5 orsng | Kebutuhan Permakanan Sesuai 88 o 0 0 88 Penyediaan Permakanan  46.708.000 Dinsos Dinsos
Standar Gizi Minimal Standag ﬂg ix%%aﬁa dengan Standar Gizi Minimal
KewenanganKabupaten/Kota ope Kewenangan KabupatenKota




O Ti T it /& K Pel
Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan el R Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran Usit /Satusn Kega Pelaksana
Indikator Twl Tw2 Tw3 [ Tw4 Total Koordinator Pelaksana
2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13
Persentase Terpenuhinya
kebutuhan dasar penyandang Joulals Ocemg oty
disabili Memberikan Alat Bantu dan Alat Mendapatkan Alat Banta dan
Masyarakat % by i 45 Unit Bantu Peraga Sesuai kebutuhan unit Alat Bantu Peraga Sesuai 4 10 10 21 45 Penyediaan Alat Bantu 65.377.775 Dinsos Dinsos
terlantar, lanjut usia terlantar serta
R Kewenangan Kabupaten/Kota kebutuhan Kewenangan
gelandang dan pengemis di luar Kal e
panti dan PPKS selam Napza/HIV huipatet/E
Pendistribusian dan 100 % ( 100 i g Jumlah Orang yang Menerima : ;i ;
0 0 0 i z
Masyarakat Penda: ZIS Senif Fakir Memberikan ZIS Senif Fakir Persen Z1S Senif Fakir 0 5 S 100 Pemberian ZIS Senif Fakir |50.000.000
Pendistribusian dan i : Jumlah Orang yang Menerima Pemberian  ZIS  Senif] e
Masyarakat yagunaan ZIS Senif Miski 1600 orang Memberikan ZIS Semf Miskin orang Z1S Senif Miskin 1600 0 ] ] 1600 Miskin 1.210.000.000
Pendistribusian dan 3 G Jumlah Orang yang Menarima Pemberian ~ ZIS  Senif| ;
218 Senif Muallaf 30 orang Memberikan ZIS Senif Muallaf orang Z1S Senif Muallaf 0 0 0 30 30 Musllaf 230.000.000 Baitulmal Baitulmal
Pendistribusian dan s .
Pendayagunaan ZIS Senif’ | 70omng | Memberikan ZIS Senif Gharimin | orang | Wl Orang yang Menerima | 0 0 70 70 Pemberin  ZIS  Semif)., 55 500 Baitulmal Baitulmal
i Z1S Senif Gharimin Gharimin
Gharimin
Pendistribusian dan ” " .
3 Memberikan berupa intensif ZIS Jumlah Orang yang Menerima Pemberian  ZIS  Senifl .
Masyarakat wn_anm”“u-.un ZIS Senif 200 orang Senif Fi lat orang 7S Senif Fisabilil 200 o 0 0 200 Fisabilillsh 100.000.000 Baitulmal Bartulmal
Masih tingginya angka
kemiskinan sebagai akitat
dampak pandemi covid,
cakupan pelayanan dasar
st Pendistribusian dan
belum terintegrasinya I , ) ' Jumlah Orang yang Menerima Pemberian ZIS Senif Tboul
pendataan penduduk miskin Masyarakat 13&5&:::“..”_5 Senf Ibou 55 orang Memberikan ZIS Senif Ibnu Sabil persen ZIS Senif b Sabil 25 25 25 25 100 Sabil 131.000.000 Bhitulmal Baitulmal
Pendistribusian dan y . Jumlah Orang yang Menerima : 5 . .
Masyarakat p Z1 Senif Infhq 2179 orang Memberikan ZIS Senif Infaq persen ZIS Senif Inf 25 25 25 25 100 Pembenian ZIS Senif Infaq (2.791.110.000 Baitulmal Baitulmal
Pemberdayaan UMKM | jumlsh penerima bantuan UMKM| 20 UMKM | Bantusn Peralatan Ussha Mikro | jumish | "™ it baatam 20 0 0 20 Bantusn Peralatan Usaha  |245.000.000 ﬁ.mhgna‘ 4agKOP) b tang UMKM
Persentase Peningkatan pelayrnan
Masyarakat Kesshatin Ditingkat Partac. | aipiss [0 denprsecmn eschatm yang) ., | fudlak Swavsden pestacata | o 25 25 25 100 Pengadaas Obat 5.519.851.000 Dinas Keschatan | Puskesmas
Pada ) disediakan keschatan yang disediskan




T it /Sal i
Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan Qurtps i Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran Unit/Satusn ey Pelakasnm
Indikator Twl | Tw2 lm Tw3 | Tw4 Total Koordinator Pelaksana
2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13
Persentase Peningkatan pelayznan . " 9
Koo g revhan | 150 ik [T Rasslaton O Todiial g | Jomtsli e poemary | ) 30 50 20 100 Pelayonan Keschatan | 195,850,000 Dinas Kesehatan |Puskesmas
Tuberkulosis kesehatan yang disedizkan
Padn masyarakat
Dinas
3 Persentase peningkatan sarana 3 Pengadaan Perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapan Sekolah Pengadaan  Perlengkapany Dinas Pendidikan| 1
S s S [ Sckolah dasar Forn yang Tersedia f o 1 ¢ i Sekolah TR000:008 PR L
: Persentase peningkatan sarana 5 Pengadasn Perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapan Sekolah Pengadaan  Perlengkapany Dinas Pendidikan 2
Siswa sckohb yaog .| 428 Siswa Sekolab M P Persen yang T ; 0 0 100 0 100 Sekolsh 197.870.820 dam K = MB&EF:E
Dinas
) Persentase peningkatan sarana . Pengadaan Perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapan Sekolah Pengadaan  Perlengkapan| Dinas Pendidikan| i
Siswa sokolah yang i 214 Siswa PAUD Persen Tersedia 0 0 100 0 100 Sckolah 99.054.180 dan Kork il Muu&&ruﬁ dan
. .. |Dinas
Persentase peningkatan sarana Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Pengelolaan Dana  BOS| Dinas Pendidikan i
Sekolah sekolah yang m ; 1 Tahun B Persen Mengelola BOS 50 [/} 50 0 100 Sekolah [ 16.820.800.000 dan Kerb s M““._:n__.m_”“uuabu
. Jumlah Sekolah Menengah ... |Dinas
Persentase peningkatan sarana Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pengelolaan Dana  BOS Dinas  Pendidikan .
Sekolah o sekolah yang § 1 Tahun o P Persen | pertama yang Mengelola Dana 50 0 50 0 100 el M Pertamal 8.837.614.000 den Korbudaysan Pendidikan dan
& BOS Kerbudayaan:
. Dinas
Persentase peningkatan sarana Jumlah PAUD yang Mengelola Pengelolaan Dana BOP| Dinas Pendidikan s
Sekolah sekolah yang s 1 Tahun Pengelolaan Dana BOP PAUD Persen Dana BOP 50 0 50 0 100 PAUD 3.379.265.000 dan K Mﬂ&nrr”:n!u&u
3 Jumlah Sekolah Pengelolaan Dana BOP| ... |Dinas
ma_a_hr Ho formal vﬁgﬂ%s e R _ue_ﬂww.n Dana BOP Sekolsh | p ) | Nonformal/Kesetarann yang 50 0 50 0 100 Sekolah 258.410.000 WH.M Pendida e da)
Satiaiin prasarana yang momadsl Noaffrrmel/Kesstiras Mengelola Dana BOP Nonformal/Kesetaraan budaysan | dayann:
2 goco s Panjang jalan kabupaten yang
= Tersedainya sarana jalan Panjang jalan kabupaten yang : 0 00
Jalan Desa Kabupaten im— TKM | farpelitiara dan .| Persen terbangun, 5_35.!.:_5 0 3 45 25 1 Pembangunan Jalan 32.134.929.671 PUPR PUPR
Tersedainya sarana jalan Panjang jalan kabupaten yang Panjang Jalan yang
Jalan Desa Kabupaten I s 5 KM . . terpolibara dso terkoncksi Persen Direkciistiks 0 30 45 25 100 Pembangunan Jalan 1.752.980.000 PUPR PUPR
Pemeliharaan Jalan Desa Tersedainya sarana jalan . Panjang jalan kabupaten yang Panjang Jalan yang Dipelihara >
Kab \ - 4 KM tihaca dan terkoneksi Persen S 1 0 30 45 25 100 Pemeliharaan Jalan 480.070.000 PUPR PUPR
Tersedainya sarana jalan Panjang jalan kabupaten yang Jumlah Jembatan yang :
Pembangunan Jembatan Kal e 5 Jembatan ter tarpeli e teckcakai Persen Dil 0 30 45 25 100 Pembangunan Jembatan 4.154.758.000 PUPR PUPR
. i Tersedainya sarana jalan Panjang jalan kabupaten yang Panjang Jalan yang Dipelihara ; =
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten 240 KM g, tarpel B Persen S Rutin 0 30 45 25 100 Pemiliharaan rutin jalan 230.000.000 PUPR PUPR
Jumlah Rumah Baru Layak
Huni yang Dibangun untuk
Pembangunan rumah tidak i z ;
Tayak huni untuk Periotm T onauangn suae || Penbengunen R Bay Laysk (| ipe o, Rentpcuian Kost iy 0 £ 45 25 100 Pembangunan rumah tidale (7. 0 g PUPR PUPR
R Permukiman Kumuh Huni Permukiman Kumuh dengan layak huni
2 Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
Ha
Perbaikan rumah tidak 9 3
tayak bun untuk oo . 30 Unit | Pengurangan Permukiman Kumuh | Persen Eﬂ_..__h_._.nsicwa} ol N 0 45 25 100 . rumah tidak layakl 5., 500 400 PUPR PUPR
iski ermukiman yang Diperbail uni
Meningkatnya pendapatan G i, FsEy Jumlah nelayan kecil yang Pengndaan Alar| ] " 4
lavan kecil Nilai Tukar Nelayan 200 orang I 2 “””FB 3 Orang 0 50 100 50 200 P = Rp2.403.153.644 Dinas Perikanan | Dinas Perikanan




Output Target n Unit /Satuan Kerja Pelaksana

Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Ak: si Satuan Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran
Indikator Twl w2 | Tw3 | Twi | Total Koordinator | Pelaksana
2 3 4 5 6 g 8 10 11 12 13
Masih tingginya angka
kemiskinan sebagai akifat Tersedianyn pakaian seragam P " ... |Dinas
despak pandemi covid, |  SiswaTidakMampu | sekolah bagi siswa miskin tingkat| 428 | Bantuan Langsung Seragam Sekolsh | pasang | "0 waﬁnfqeius. Sallolsh : S| 3s4m20820 . 384720820 [ S s | 384.720.820 &..csa_s Pendidiken|,  idiken dun)
cakupan pelayanan dasar SMP Kebuadayaan:
bagi siswa miskin
Masih tingginya angka
kemiskinan sebagai akibiat Tersedianya pakaian seragam Peny Pendidikan Dinas
dactpek pendensi covid, |  SiswaTidakMampu | sskolah bagi siswamiskintinghat| 360 | Bantusn Langsung Seragam Sokolah| pasang | "t o_rg.aq D Sekleh ; -] 198000000 . 198.000.000 |2 %EEE s 198,000,000 ??g_? aee.e_ Pendidiken dan|
cakupan pelayanan dasar SD b Kebuadayaan
bagi siswa miskin
Masih tingginya angka
kemiskinan sebagai akibat Tersedianya pakaian seragam P . Pendidi Dinas
dampak pendeasi covid, |  Siws Tidak Mampu | sekolah bag siswa miskin tingkat| 214 | Bantusn Langsung Seragam Sekolah | pasang | 2 vn_nqi.e.__,d Seltolah % : 99.054.180 - 99.054.180 |¢ HEE:E i | 99,054,180 u.EEzn BEEE Pendidikan dan]
cakupan pelayanan dasar PAUD yang Y Kebuadayaan:
bagi siswa miskin
Jumlah Pendidik dan Tenagn Jumlah Pendidik dan Tenaga
- Kependidikan yang Mendapatkan Kependidikan yang: Pengembangan Karir
Rendahnya SDM Pendidik o 5 B . = Dinas
: Fasilitasi Kenaikan ; Mendapatkan Fasilitesi B Pendidik  dan  Tenaga Dinas Pendidikan i 4o
dan ._.E_-mu._.%g&, P dikan Guru 5D Pan Gol P an 60 Pelaithan Guru orang it Giol - 103.001.500 103.001.500 Kepeadidikan peda Sab 103.001.500 dan Kebuadayaan MM..H-EE&EE
Promosi, Peningkatan Pembenian Promosi, Pendidikan Sekolah Dasar
K i dan Kunlifikasi 2 ¢
1. Keterbatasan sumber
penghasilan Ibu Rumzh
Héu.g ‘ 1. Pengikatan pendapatan vu_nn_..nﬁggﬂcu—nqg@ Zﬂ:gwﬁnﬂ-ﬂﬂg Pelati Dok Kuel
maksimalnya potensi Ibu Rumah Tangga keluarga 2. Membuka peluang 25 Tradisional untuk Ibu Rumah orang kreativitas dalam mengolah - = 15.000.000 - 15.000.000 Kering Tradisional 15.000.000 |DPMK DPMK
ekonomi Rumah Tangga usaha bar Tangga bahan dan membuat variusi kue 8
3. Kurangnya pengetahuan
tentang standar prodult
Masih tingginya angka
kemiskinan sebagai akitiat Tersedianya pakaan seragam P Pends Dinas
dempak pandomi covid, |  SiewaTidsk Mampu | skolsh begi siews miskin fingkat | 428 | Bunisn Langeumg Seragam Skolah | pasang | 00 Ea_sm_s_.a? . Seltplah “ o 3sa7m0820 . 384720820 [0 a&%&ﬁws | 384,720,820 ._Ec.._:xa s.._.an Poodidikan’ dan
cakupan pelayanan dasar SMP yeng u Kebuadayaam
bagi siswa miskin
Masih tingginya angka
kemiskinan sebagai akithat Tersedianya pakaian seragam P ... |Dinas
dempek pandemmi covid, |  Sisws Tidak Mampu | sekolsh bagi sirwa miskin tingkst| 360 | Bentusn Langnung Seragam Sekolah | pesang | % E_%%%Eq . Scholal : .| 198000000 . 198,000,000 mHQEEE i | 198,000,000 ﬂ_u_hﬂ Peodka pengidikan  danf
cakupan pelayanan dasar SD yrng y Kebuadayaan
bagi siswa miskin




Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan Guatpuit g Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran Hniey Satuan Feinl
Indikator Tw 1 ™2 | Tw3 Tw4 Total Koordinator Pelaksana
2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13
Masih tmgginys angka
kemiskiman sebagat akibat Tersedianya pakaian seragam e " Dinas
9 dampal pendemi covid, | Siswa TidskMampu | skolsh bagi siews miskin tingkat | 214 | Bantuon Lageung Secagam Sekolah | pasag | mlah Perlenghapan Sckoleh 99,054,180 99,054,180 MHoﬁaEg oMoy 99.054.180 gcaaxn Pendidkan)pengidikan. dan
cakupan pelayanan dasar PAUD IRAS Kebuadayaan
bagi siswa miskin
REFORMASI BIROKRASI TEMA P3DN
Masih banyak pelaku usaha 3 = ) :
1 ki bl picada ik o | 0 nescatsn Prodek dalar Jumlah sosialisasi 3 ; pengg Kegiatan |  Jumlah sosialisasi PDN 0 0 0 3 kali 3 kali Torkait 0 [Nany Pecedaginp ity
Negeri produk dalam negen dan UKM |Perdagangan
__katalog
|REFORMASI BIROKRASI TEMA INFLASI
Keterjangkauan Harga Pasar Murah, Pengembangan Bidang
(Kenaikan Harga Barang 5 ) UMKM, Peningkatan Potensi " 2 Dinas Perindagkop|Perdagangan’
1 dan Masih tingginys angka E%HHW_@E xew.onn,g Harga w&ﬂqm“”% Pangan HET | Ducrah dan Mombuka Lapangan | Hurga qm_aa_u_éa _E?._.m., wsml | ypr | omET HET HET HF.E 1 pasar murabl e <00 000,000 dan UKM/ Dinas|Bidang
kemiskinan scbagai akitiat @ Kerja untuk daya beli lebih arga Eceran ngg hiling Pangan Distribusi  dan
dampak pandemi covid) meningkat Cadangan
Pokok/P Gerakan Menanan Aceh Singkil ( 1. SUKMA ( Suka Asisten
_ucc—Er . tingkat ketersedian bahan pokok 29KK GERMAS) KK Ketersedian 29KK 29KK Menanam) B2SA 2 Rp295.288.860 Perckonomian & |Dinas Pangan
Pembangunan
e Meningkatnys jumlah populasi Pemberian  bantuan  bibit]
Kelompok tani yang P Populasi P Pengadaan Bibit : 5 i Bappeda/ Bagian
Rpn ot : A Ekor ternak ruminansia (ternak 13 13 temak Kerbau dan Sapi{Rp182.600.000 . DTPHP
terdaftar di Simluhtan Ternak Ruminansia Sssay. iespeda knlocspok tani Ekonomi Setdakab
Masyarakat yang Persentase Penangana Angka = Pemberian pelayanan Jasa z
membutuhkan layanan Kesakitan Hewan 3 Puskeswan| PelayananJasa Medik Veteriner | Puskeswan Cotupad _un_mMB..B Josa ek 13 13 Medik  Veteriner  kepada{Rp25.684.204 m-vvonp\ Bagi DTPHP
. : Veteriner Ekonomi Setdakab
medis veteriner Masyarakat
; g , Peningkatan  kualitas  dani
; ; Meningkatnya Nilai Tukar Petani . ¥ 5 i .
Unit Penyedia Jasa Alsinta 2 . : ¢ g Jumlah Alat dan Mesin kuantitas Alat dan Mesin Bappeda/ Bagian
(UPJA) (NTP) H—E_ Kontribusi sektor 5 Unit Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Uit Portasian yang diadsken 5 5 Portanisn yang  dikelolaby Rp500.000.000 Ekomomi Seidakab DTPHP
pertanian terhadap PDRB .
oleh UPJA
2 Ketersedian Pasokan Balian
Pokok/Pangan Pokok(!
Kabupaten Aceh Smekal




O Ti t Jnit /8at K Pelak
Permasalahan Sasara: Indikator Target Rencana Aksi Satu atput et Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran i Sadung Koy vy
Indikator Twl Tw2 |_. Tw3 _ Twd Total Koordinator Pelaksana
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Bukan dacrah Produksi
b il }
pokok didatangkan dari
Kabupaten tetangga/ daerah, . Meningkatnya Nilai Tukar Petani - Pemberian bantuan Rumahy i
penghasil) xa_sucw___,ﬁ Me_ﬁ.ﬁ (NTP) dan Kontribusi sektor 3 Unit Pembangunan Rumah Bibit Jurnlah ME Bibit yarg 3 3 Bibit kepada Kelompole Rp150.000.000 Nﬁ& Bagian| | opp
Seedationdi Bamlylige pertanian terhadap PR ibangun Tani ook Sutdekal
2 g Meningkatnya Nilai Tukar Petani : ; Pemberian bantuan  Bibid ,
Kelompok tani yang : A : 3 Tersedianya sarana produksi 6 5 K o Bappeda/ Bagian|
far di Simluhtan (NTP) aﬂu Kontribusi sektor 6 Jenis Pengadaan Bibit Sayuran Jems Horti 6 vaS.._.ﬁ_ epada Kelompok 25.085.000 ot DTPHP
pertanian terhadap PDRB Tam
pok taai Tingkat Produktivitas Pertanian Pembenan bantuan sarans
terdafiar di Simlubten (padi) 500 Set Pesigatin Tuiisig it sa | (Ve s produce; 500 500 peoduksi komoditi Pady 105,000,000 |Beppedy  Bagian|; o,
Kh Komoditi Padi Tanaman Pangan (Padi) berupa  Jaring  Burung Ekonomi Setdakab
RN 4 kepada Kelompok Tani
2 y Pemberian bantuan sarana
Kelompok tani yang | 1y 1 Produkivitas komodit Tersedianya sarana produksi produksi komoditi Jagung Bappeda/  Bagian
terdaftar di Simluhtan 12 Ha. Pengadaan Benih dan Pupuk Ha 12 12 3 51.540.000 e DTPHP
K Komoditi Padi Jagung Tanaman Pangan (Jagung) kepada Kelompok Tanif Fkonomi Setdakab
ot berupa Benih dan Pupuk
Kelancaran Distribusii
AM_w-.__”.._ﬂ_ daerah _uaw_a.im.. : Eersmiste telsqmm Asisten :
letak geografisnya diujung ._.En_.“.. i Jumlah Dermaga 2 unit Sarana dan Prasarana Transportasi | Persen El q.m EHvEUnaﬂﬂ 30% 30% 20% 20% 100% w””“_m Rp400.000.000 Perckonomian & Perhubun
barat selatan provinsi Aseh s Pembangunan eAn
dan bukan daerah lintasan
nasional)
Komunikasi Efektif (Faktor
Cuaca dan Letak Geografis — H
Aceh Singkil yang terletnk Ketjasams Antar Dacrah Frekuensi o B T Asisten Dk
diantara Dua muara sungai Informasi Frekuensi Koordinasi Lintas TPID Informasi 70 70 70 70 70 = Rp!38.673.250 Perckonomian & =
. ! 2. Kerjasama Antar Daerah
vaitu Lea Cinendang dan Pembangunan Dinas Pan,
Lae Soraya. Yang sewaktu- e
‘waktu bisa meluap
ing) : Bidang
_UMUE Ewﬂ&ﬂr Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pengadaan sarana  usahe Dinas Perindagkop| Perdagangan’
daya beli masyarakat turun 4 Tingkat daya beli 20 orang % orang tingkat daya beli masyarakat 20 20 mikro untuk Pelaku usahas{Rp245.000.000 dan UKM/ Dinas|Bidang
keterbukaan lapangan Pokok dan Barang Penting . R
pekerjuati bagi sasyialat kecil Pangan {Distribusi  dan)
. sz i 7 P lah Dinas Penanaman
Masih k minat M k a milai e . . . Jumlah kegiatan usaha yang ke
investor untuk berinvestasi |  investasi di Kabupaten ziﬂﬂeuﬂwwﬁﬁi. 26 Taliyun | PooBendaton Pelaksanann | Kegsan | gopoan pengendaliondan | 3 10 s 5 25 S - [ dan pnpTSP
di Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil T pengawasan by 5 UB_..“:.__
Jumlah Dokumen Pemetaan Dinas Penanaman|
gan [klim P Dokumen dan Perencanaan 19%&&:.& peta  potensi) _ [Modal dan DPMPTSP
Modal investasi Péelayanan
Terpadu Satu




Output Target Unit /Sat Kerja Pelak
No. Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Satuan ki i Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran e e
Indikator Twl | Tw2 | Tw3 | Twd Total Koordinator | _Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan pelayanan)
w““.:ag r,aEww_E melalui Di P
S Modal dan
Persentase izin yang diterbitkan tigtkey Pelayanan
91 Persen Pelayanzn Penanaman Modal Persen 25 25 25 16 91 secarn elektronik, 53.603.000 DPMPTSP
tepat wakiu Sonaeloinen T Terpadu Satul
g mn. w. Pintu  Kabupaten|
. Aceh Singkil
evaluasi perizinan berusaha: ?
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RENCANA AKS] REFORMASI BIROKRASI GENERAL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 0008.6 / 144/2025
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl _ Tw2 _ Tw3 _ Tw4 Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif
Penyederhanaan Struktur Jumiah regulasi .
Organisasi Perangkat Aceh kelembagaan perangkat Bagian Organisasi
1 c Singkil yang ditetapkan dengan Perbup di kabupaten Aceh i % Rp30.060.800 Setdakab SKFK
Perat Bupati Aceh singkil Singki ditetapkan
Penyederhanaan Birokrasi Tataees Eapett Aoctvatng Rl g Xt ¥
(Penyederhanaan Struktur i ;
Organisasi)/ transformasi ﬂnﬁ%ﬁﬁ”ﬁﬂ%ﬂmﬂﬂ& 85% Fasilitasi penyederhanaan Bagian O T
organisasi berbasis kinerja 2 |struktur organisasi perangkat SKPK Jumlah perangkat SKPK - 14 13 27 Rp15.000.000 mmumﬁ nmnmwn_wiwﬁ SKPK
dan agile daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pengumpulan Dokumen . —
3 |Evaluasi .Jabatan Perangkat SKPK Jumdah SKPK  yang 20 26 46 Rp15.000.000 Bagian Organisasi |
Dastah mengusulkan laporan Setdakab
: ; ; Penyusunan Peraturan Bupati
Pelaksanaan Sistem Kerja .ﬁEﬂmw i Keri _Bw_a_._._ouwwE Aceh Singkil tentang Sistem il aulaE e Basian O ]
2 Baru dengan model fleksibel |38 enja baru cani - gge, Kerja di lingkungan Perbup AL ogy yang 1 1 Rp&.786.000 BpAn UIRAGISAR,  |awpR
h A fleksibilitas bekerja ¢ ditetapkan Setdakat
bagi Pegawai ASN aiaal Pemerintah Kabupaten Aceh
pege Singkil
Jumilah Dokumen Hasil
Koordinasi dan sinkronisasi Penatalaksanaan dan
pengumpulan, Pengelolahan, Pengawasan E- Selurih  Uni
3 indeks SPBE 2,2 1 |Analisis data  pendukung indeks Government dalam 80% 20% 100% Rp37.380.000 Diskominfo x«. e mt
Pelaksanaan Arsitektur SPBE pemantauan dan  evaluasi Penyelenggaraan o0a
Nasional SPBE Talun 2024 Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota
Pelaksanaan Arsitektur F Penyusunan dokumen Dokumen Arsitektur o u 3 2 Seluruh  Unit|
SPBE Nasional Naile | 2 | reiteltur SPBE Kabupaten Dokumen |oppp o A% || 20w Riskguino Kerja
= Fasilitasi dan Penyusunan Jumlah SKPK  yang 4 Bagian Organisasi
Miled SAKIE 65,00 | 1 lnohon Kinerja SKPK R memilild Pohon Kinerja 5 o Rps.000,000 Setdakab S
Jumlah  SKPK  yang Beglan O isasi
Fasilitasi dan Penyusunan memiliki cascading & .
2 cascading kinetja SKPK SKPK Kineis: Encalon 1T sexopei 46 46 Rp5.000.000 mnamw.n_.wd._nuwnwanﬁ - |SKPK tekait
dengan individu Sppeca
Penyusunan rencana Aksi Jumlah rencana aksi Bagian O iy
3 |sistem  AKIP  Pemerintah| Dokumen [Sistem AKIP Pemerintah 1 - 1 Rp11.541.200 ﬁﬂﬂ %Hwansw_ SKPK
Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil B
PR Jumiah SKPK dan ; e SKPK dan
Fasilitasi penyusunan LKJ : : TP . Bagian Organisasi . 4
4 SKPK dan Sekretariat Daerah SKPK/Bagian |Bagian yang difasilitasi 54 54 Rp5.000.000 Satdaicab Bgian di
Penyusunan LKJ Setdakab




. Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
v No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl _ Tw2 _ Tw3 _ Tw4 _ Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Laporan Kinerja Jumilah dokumen T -
5 |Pemerintah Kabupaten Aceh| Dokumen |laporan Kinerja 1 5 e 1 Rp10.034.700 mmn_wa amwiwwnsz SKPK
Singkil Pemerintah Kabupaten
Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumiah dokumen Bk i =g
6 |Pemerintah Kabupaten Aceh| Dokumen |Perjanjian Kinerja| 1 L 1 Rp5.000.000 et %_.mnﬂuma SKPK
Singkil Pemerintah Kabupaten
Penyusunan Rancangan SK Jumilah SK Bupati Aceh ; ot
7 |Bupati Aceh Singkil Tentang|Surat keputusan|Singkil Tentang Indikator 1 - 1 mpm.mwnﬁnwmﬁnn”w_wwe SKPK
Indikator Utama Utama
; Jumiah Dokumen . e
8 _um_am:wsuma Brpcank. Akm Dokumen pengukuran rencana 46 - - = 46 = Pl S - SKPK
Sistem AKIP (B Setdakab
Aksil sistem AKIP
Jumilah SKPK yang Bagian O B
9 |Pembinaan Sistem AKIP SKPK SKPK dilakukan  pembinaan| 46 - - - 46 Emmzﬂme: sasl  [gkpK
Sistem AKIP
5 i Penyusunan Laporan Keuangan Meningkatnya Kualitas .
a. Opini audit BPK terhadap)  yrp | pemerintah Kabupaten Acch Singkl WTP Pengelolaan  Keuangan 2.472.652.200 | BPKK Acch Singkil  [>o ot Unit
poran. teuangan yang Sistematis dan tepat waktu Pemerintah Daerah erja
Jumlah Dokumen
Kebijakan /Peraturan
Daenah tentang APBD
Opini audit BPK terhadap Penetapan dan Pengesahan dan Penjabaran APBD, Bidang Anggaran BPKK |Seluruh  Unit
Laporan Keuangan WIP | 1 APBK tepat waktu s N terpenuhioya|  ° * 9 L2k, 158400 Aceh Singkil Kerja
koordinasi penyusunan
rencana anggaran
daerah
Jumlah Dokumen
Petunjuk Teknis
- = Administrasi Keuangan
i i Menyusun Kebijakan Teknis di i " .
Opini audit BPK terhadap WTP 1. |Bidang e ——— daii Dolcnmen yang .ms_.rESb dengan 1 1 611.952.450 Bidang _unnvnnnwrwﬂmmu wn:..:.:r Unit|
Laporan Keuangan Denueliaran Penerimaan dan BPKK Aceh Singkil Kerja
& Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Jumilah Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daepah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotonga
PROGRAM PENGELOLAAN H”vawmmm.mﬂsg. WMEE_EE n dan  Penyetoran
KEUANGAN DAERAH 2, inistrasi Penerimaan| — poumen  |perhitungan Fihak Ketiga| 46 46 46 46 184
dan Pengeluaran Daerah g
(be st tara kR (PFK) dan Laporan Hasil
S i J Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daepah, Laporan Aliran
Kas Daerah




Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
* No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl _ Tw?2 — Tw3 _ Tw4 _ Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumiah Dokumen
Kebijakan Akuntansi
Menyusun Laporan Keuangan Pendapatan dan Belanja
. i (LK) Pemerintah Kabupaten serta Pembiayaan dan Bidang Akuntensi dan "
mw_”wmﬂ:mm:w_uw terhadap|  \wrp | 1 Aceh Simgkil sesuai dengan| Dokumen  |terpenuhinya  kegiatan| 1 1 643.543.350 | Pelaporan BPKK Aceh an:: Uit
P g Standar Akuntansi koordinasi dan Singkil &
Pemerintahan (SAP) pelaksanaan akuntansi
dan pelaporan keuangan
daerah
Jumiah Dokumen/
Reviu LK dan LKPJ SKPK wmaww.n__nw Resoniiat
2. dalam Pemerintah Kabupaten Dokumen 2 P 46 46 46 46 184
Aceh Singkil Pertanggungjawaban
Belanja/ Realisasi
Belanja SKPK
Jumilah Dokumen
Penyerahan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
* tepat waktu Priknten Pemerintah Daerah L i
Kabupaten Aceh Singkil
PROGRAM Persentase Tingkat Meningkatkan tata kelola dan
PENGELOLAAN Pemahaman SKPK dalam kualitas Laporan Inventarisasi " AT Seluruh  Unit
BARANG  MILIK mengguisken  Aplkesi] O dalam Pengelolaan Barang Milik 80% 950.954.500 | PPKEAceh Slnghdl. o
DAERAH Barang Milik Daerah Daerah (BMD)
Jumlah Dokumen . .
1 [fenyumen Sinder Saus0)  pocumen (S Satuan Hrgal 1 _ Pt Ko | pbctn. Gk
& P Kabupaten Aceh Singkil e 2
Koordinasi  penilaian  dan M.Ma.nw_w: wm%uoxcﬂnu
2. |penaksiran nilai aset Dokumen nyelenggar e 1 1
Dieriatal disreh Pemanfaatan, Penilaian
pemerin Barang Milik Daerah
Pembangunan dan m_umanﬂ: Dol
engintegrasian  data  aset TRAIESERE N
3. |P : Dokumen Penatausahaan dan 46 46 46 46 184
Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Penggunakan Barang,
Milik Daerah
e, e sumia Laporan Daca
4, ang Laporan  |Milik Daerah 46 46 46 46 184
Daerah/ Inventarisasi) Barang (BMD)
Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan
Pemindahtanganan,
5. M”M_ﬂmr MMHMH“ m% Mnmn_._“ﬂ&mbmmb Laporan Pemusnahanan dan 1 1
p Penghapuasan Barang
Milik Daerah
Melakukan Monitoring Persentase Penyelesaian
. . Evaluasi atas laporan Tindaklanjut Hasil .
M_MM%HMQ dasi BPK Lanjut 0% 1 |keuangan yang  disajikan Laporan Pemeriksaan BPK dan 1 1 1 1 4 117.294.000 ?wua.n“ﬂﬁmﬂwwu_um-n: wn_..»-.cr St
secara wajar dalam semua hal Tindak  lanjut  Hasil . g
pada SKPD pemeriksaan Apip




Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
. No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl _ Tw2 _ Tw3 _ Tw4 _ Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 6 T 8 9 10 11
Persentase Sosialisasi
Penyelesaian
Sosialisasi penyelesaian TLHP Dokumen Tindaklanjut Hasil 1 1 1 1 4 Inspektorat Kabupaten |Seluruh  Unit
APIP pada Kampong (2 Kali) Pemeriksaan BPK dan Aceh Singkil Kerja
Tindak lanjut  Hasil
pemeriksaan Apip
Persentase Sosialisasi
Penyelesaian
Sosialisasi penyelesaian TLHP Dekisiien Tindaklanjut Hasil 1 1 2 Inspektorat Kabupaten |Seluruh  Unit,
APIP pada OPD Pemeriksaan BPK dan Aceh Singkdl Kerja
Tindak  lanjut  Hasil
pemeriksaan Apip
Persentase Penyelesaian
: i Tindaklanjut Hasil 7
MMW&MWEWEE Temuan BPK RI Laporan — BPK dan 1 1 1 1 4 B Emvn”ﬂnﬂﬂwﬂm Wmmwr.ﬁm.na Nn_f.:r Unit
Tindak lanjut  Hasil ngkil erja
pemeriksaan Apip
P e Jumlah berkas
Penginputan dan Publishing A .
Pelaksanaan 5 e s y i 5 penginputan dan 5 Dinas Perpustakaan |UNIT
5 | Arwip Digital Tinglst Dhpicallenst Aceip: | 25,29 mwmﬂzwmwﬂ e berkas | empublish daftar arsip ! ! dan Kearsipan  |KEARSIPAN
i " . Jumilah SKPK )
Mn.wr_p HW:WMM ai Mn%%ﬂﬂnuﬁm_ SKPK Implementasi Aplikasi| 46 - - 46 - U:Mwm .U_MHva.Ermbn SKPK
plikasi Sril i Srikandi di SKPK an Kearsipan
Jumilah SKPK  vang 3
Sosialisasi Aplikasi Srikandi SKPK tersosialisasi  Sosialiasi 46 46 i Unmﬁ m_mwuﬁswﬁb SKPK
Aplikasi Srikandi A Searspan
Fasilitasi Penginputan Admin Unit Jumlah Akun Admin 2 2 Dinas Perpustakaan SKPK
Srikandi Kabupaten SKPK Aplikasi Srikandi dan Kearsipan
i ; Jumilah Akun User ;
EmRie Petginpnto: Deer unit Admin SKPK Aplikasi| - 58 58 2 Fiosa PErpUsmions: |opne
Srikandi di SKPK 2 : dan Kearsipan
Srikandi
o . Jumlah Akun Tatausaha .
Fasilitasi Penginputan ? i Gy - 4 Dinas Perpustakaan
tatausaha Srikandi di SKPK L MQ.HB I fphicasy % = dan Kearsipan | SRE K
rikandi
—— ; Jumlah Akun Satker ;
Fasilitast ‘Penginputan: aatiosr unit Admin SKPK Aplikasi 46 46 ings Pecpustaioasn |opnp
Srikandi di SKPK R ; dan Kearsipan
Srikandi
Pelaksanaan Tingkat Implementasi . )
& |Pelayanan Publik Kebijakan  Transformasi m.a_mucga_sn Unit: Felayanan unit ?:un_ww mall pelayanan 1 1 & DPMPTSP SKPK
Digital Digital MPP Ls
Penguatan Tingkat tindak lanjut Dokumen rencana aksi 7 e A
T Pengelolaan pengaduan  masyarakat 100% Penyusunan Rencana Aksi Dokumen pemanfaatan aplikasi 100% - - 1008 _Nﬂnﬂuﬂﬂﬂﬂﬁ_ﬁ“ aMM_._ Wﬂfﬂ:u Wiy
Peneaduan {LAPORI SP4N-Lapor i ki
Melaksanakan tindak lanjut
Laporan pengaduan RpO
Jumiah Laporan g T ;
masyarakat yang masuk serta 00% o Dinas Komunikasi dan |Seluruh  Unit
meneruskannya kepada SKPK Tapescan m.“.:mﬂnwwwwm: yeog 100% HE% 10006 ; 1000 Informatika Aceh Singkil|Kerja
terkait dalam penanganan o
aduan




Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
No* Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl _ Tw2 _ Tw3 _ Tw4 Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 6 T 8 9 10 11
Pelaksanaan Tata Pembentukan Tim penilaian Jumlah tim penilaian Selurih Uit
8 Kelola Kebijakars Tingkat kualitas kebijakan 70 mandiri indeks kualitas Kepbup mandiri indeks kualitas 9 9 8.250.000,- Bag Hukum Kerja
Publik kebijakan kebijakan
| -y , Jumilah laporan i
Mnm alita Mwm...wﬂw_”_m_w: indeks Laporan penilaian indeks kualitas 1 1 - Bag Hulcum M”:..Mcﬁ Jai
UG s el kebijakan 1
; Pembentukan Tim penilaian ; fy g
i TR indekey Resormmal 70 mandiri  indeks  reformasi Kepbup r_c:.;m.r. Um  pentuan 11 11 9.750.000,- Bag Hulkum mouch.w Ly
Peraturan Hukum mandiri IRH kerja
Damindanmnn hukum
- Penilaian Mandiri Penerapan Jumiah laporan . Seluruh  unit|
IRH kg penilaian mandiri IRH ? ’ B Huloow kerja
Pembinaan pembentukan )
Jumlah Qanun dan Seluruh  unit
peraturan perundang Dokumen Perinip yking ditetegkas 10 10 20 15 55 Bag Hukum kerja
undangan
Pembinaan fasilitasi dan £
harmonisasi produk hukum| Dokumen Mmuﬂmwxﬁmnvgn yangl o0 110 200 116 526 - MMWNE: unit
lingkup Pemerintah Aceh P ]
Pembinaan fasilitasi dan Jumiah Produk Hukum Seluril it
harmonisasi produk hukum Dokumen Kab/Kota yang 10 10 10 15 45 Bag Hukum keria
lingkup Pemerintah Kab/kota difasilitasi 2
Jumilah kasus yang i ~ B : . Seluruh  unit
Bantuan hukum kepada ASN Kasus diselesaikan 0 Bag Hukum dan BKA kerja
Bantuan hukum kepada Jumiah kasus yang : : .
masyarakat Koo dibayarkan ¢ Beg iy kEH
Koordinasi dan sinkronisasi
Pelaksanaan Tingkat Kematangan Dokumen metadata pada . o 3
10 |Data  Statistik Penyelenggaraan Statistik]  80% pengumpulan, Pengelolshan,| ;.00 et kegiatan| - 30% 30% 20% 80% | Wpioisusop | DinesKamunilesiden |Selurah  Unte
Analisis dan Diseminasi Data G Informatika Aceh Singkil|Kerja
Sektoral Sektoral Fois statistiksektoral
Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas OPD Wmﬂ”b _Muovw.ﬁﬂ”n mm“%hmm B 10 10 10 30 Dinas Komunikasi dan [Seluruh  Unit
Kelembagaan Statistik Sektoral Sektoral & Informatika Aceh Singkil|Kerja
wanmcmﬁu lndeks  Tata  Kelola Teilalsenbnyx Fusilias| Seluruh Uit
il N e DEess L 48,04 Fasilitasi Persiapan Pengadaan Kegiatan  |Pengadaan Barang/Jasa| 25% 25% 25% 25% 100% Rp54.998.000 | Bagian PBJ Setdakab :
Barang dan Jasa Pengadaan s Kerja
5 di Perangkat Daerah
Pemerintah
Fasilitasi Pemilihan Penyedia
Barang /' Jasa melalui Tender,
Pengadaan Langsung, E-
Purchasing, Swakelola atau
Penunjukan Langsung
i Terpenuhinya dan ;
Mcrgsiols = Bistem Bl Kegiatan |Terpeliharanya Sarana| 25% 25% 25% 25% | 100% | Rpl19.400.000 | Bagian PBJ Setdakab |ociurub  Unit
Procurement SPSE Kerja
Menyediakan Pelatihan Kepada
PPK atau Panitia dan Penyedia
Barang/Jasa
Menyediakan sarana akses
internet bagi PPK atau Panitia
dan Penyedia barang/jasa
Meningkatakan Kapasitas y ;
Pelaku Pengadsan, PA, PPK,| Kegiatan |Lctiaksananya Pelatihan| ,co, 25% 25% 25% | 100% | Rp54.998.000 | Bagian PBJ Setdakab |Soiuruh  Unit
dan Advokasi PBJ Kerja
PPHP, Pelaku Usaha



s Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
= No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl _ Tw2 % Tw3 _ Tw4 % Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Peningkatan Kompetensi
Pengelola PBJ
Fasilitasi Advokasi dan
8 Managemen Resiko
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pembangunan ; . Pencanangan Deklarasi ; Inspektorat
13 |Zona Integritas di ﬂaﬁmwww nm:rm__qn}nm:un 1Unit | 1 |Komitmen Pembangunan Zona| Dokumen ﬂ.n__w.msmn Z1  Menuju 1 - 4 Rp14.484.040,00 H:uﬁﬂmwmﬂmwﬂwwag Kabupaten
unit kerja P g Integritas Aceh Singkil
Terbentuknya TIM Tim Tim
Penyusunan SK Tim Kerja Kerja Pembangunan . ;
2 |Pembangunan Zona Integritas Dokumen Zona Integritas WBK 1 - - - van”nnwwnmﬂmhm_vﬂnn Mno: ping
Inspektorat Provinsi Aceh Tahun 2023 S o
Intergritas
Penguatan
implementasi sosialisasi dan pelaksanaan Terbentuknya Tim
14 |Sistem Tingkat Maturitas SPIP sistem  pengendalian intern Dokumen Maturitas SPIP 1 1 1 Rp42.574.000,00 Inspektorat Inspektorat
Pengendalian pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Intern
Penguatan Upaya < sy 4 o PIC SPI
15 |Pencegahan wwcv_.ma_ Eenilpian Integritan Dokumen Mw__.“nw.._v_ Ksbupaten: Aceh 1 1 - Rp4.950.000,00 Inspektorat Kabupaten
Korupsi Aceh Singkil
SAS
Melaksanakan Talent Pool, .
Membuat penjabaran terhadap Tn:n:.ﬁm.nmb wﬂwdma )
j |G Indeks Sistem Merit 225  |Perbup Standar Kompetensi Jabatan S cogan 1 1 1 Rp49.759.300,00 BKPSDM Selirul Uiy
Sistem Merit JPT, Administrator dan Pengawas, | Administrator = [Kualifikasi,  kompetensi Kerja
Kerjasama dengan BKN tentang 167. Pengawas |dan kinerja
Permohonan Fasilitasi Ujian Potensi | dan JFT = 466,
dan Kompetemsi bagi Pejabat
Administrator Lingkup Pemkab Acch
Singkil
Penguatan Indeks Profesionalitas o i o Seluruh  Unit
a Profesicnalitas ASN 65 Nilai Pengukuran Indeks 1 Berita Acara Penilaian 1 1 1 Rp92.066.500 BKPSDM Keria
Profesionalitas ASN (PIP ASN)
by | [EIEEERERI Indeks NSPK 80 1 Berita Acara Penilaian 1 1 Rp92.066.500 BKPSDM e Uak
NSPK Manaiemen: Nilai NSPK Keria
Penataan Tingkat Penerapan Seluruh  Unit
= Lm_uw"w.: Kebijakan ._,_.,mnamc_.amm_ 70% Pengangkatan Jabatan Fungsional 100 SK Jabatan Fungsional 1 i Rp187.400.000 BKPSDM Kerja
Fungsional Jabatan Fungsional Tertentu Guru,
Penempatan Pejabat
Penguatn Tingkat Implementasi Administrator dan Seluruh  Unit
dl Manajemen : P 100% Pelaksanaan Talent Pool 371 ; 1 1 Rp75.000.000 BKPSDM i
Manajemen Talenta Pengawas sesuai dengan Kerja
Talentas ASN k :
ompetensi
Tingkat Implementasi Jumlah regulasi yang Seluruh  Unit]
Kebiiakan Pengelolaan 1003y Laporan Capaian Kinerja ASN e diterankan L 4 Rpl11.169.300 BKFSDM Keria
Fs F Jumilah SKPA yang
sosialisas dan Laporan hasil A 2 S—
Pelaksanaan Core A melaporkan hasil survey 5 ! B Bagian Organisasi
2 Values ASN Indeks BerAKHLAK 65,00 ”:Eﬂ._n% M_.E_n..ww WN.MM_WEWW dan SKPK el DErERKBIEIE ‘Eak 46 Setdakab SKPK
pioyer-engag employer engagement




X 1 Target Output Target Penyelesaian 2025 Perangkat Daerah
No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2024) Satuan Indikator Twl w Tw?2 H Tw3 _ Tw4 _ Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
: —— jumlah SKPK  yang I Bagian Organisasi
Employer Branding sosialisasi SKPK mengikuti Sosialisasi ! 2 1 kpd Setdakab i
Pelaksanaan o ot . 5 : . RSUD-Dinsos-
. y Fasilitasi pengisian FO1 Jumiah unit kerja yang - - Bagian Organisasi
3 Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik 4,01 1 poyppp SKPK Aitasilitast 3 3 Rpl2.117.520 Setdakab Kecamatan
Prima Singkohor
Pembinaan dalam  rangka A i
j Jumlah unit lokus ’ — RSUD-Dinsos-
g Pemantasan dan Bealuasil gy oo PEKPPP 3 % 3 Rp12.117.520 Bagian Organisasi [y, o matan
Kinerja Penyelenggaraan Kab/Kota Setdakab SIngkohor
Pelayanan Publik (PEKPPP) .
Penilaian Unit kerja Unit kerja Buslan Orpsiaas Tim Evaluator|
3 Penyelenggaraan Pelayanan SKPK Penyelenggaraan 3 - 3 Rpl12.117.520 mm_maﬁmwwmv Kabupaten
Publik (PEKPPP) Pelayanan Publik Aceh Singkil
= S Jumilah laporan hasil 4 o Bagian
4 W:mwmwmﬁw“: dan velidesi]  ;oocen  |verifikmsi penilaian unit 3 . 3 Rp12.117.520 mmm_w”.mwmhmsma Organisasi
o pelayanan publik Setdakab
Fasilitasi penyusunan dan . . ’ P
5 evalasi stendar pelayanan SKPK Mm”“wwﬁ,”:; kerja yang 10 12 22 mmm_mw””m el
SKPK/Cabdin/UPTD e
Jumlah unit kerja yang Basian Orsasisas
6 Penyusunan standar pelayanan SKPK memiliki standar 10 12 22 - mm_mnﬁ mm v, SKPK
pelayanan »
Pendampingan dan fasilitasi Dintos-Dinke-
enilaian  kepatuhan  dan Diacilcbud-
Me.w_:m.& P S S . Jumlah unit kerja yang Bagian O T Disdukcapil-
& penyelenggar SKPK e 7 7 Rp12.117.520 eI TRl DPMPTSP-Pkm
pelayanan publik terhadap ; Setdakab A
pendampingan Simpang kanan
standar pelayanan dan undang 1
undang pelayanan publik X Siinghcll
Utara
Menyusun laporan Survey Jumlah laporan hasil . N
N_.:.qnv. mm?“ﬁnv:mwmb Kepuasan Masyarakat Pemkab Aceh Laporan survey kepuasan 1 - 1 m@m:opmﬁw_uwz SKPK
asyarakat (SKM) Singkil masyarakat
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